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ORINEWS.id  –  Pernyataan  Kepala  Badan  Gizi  Nasional  (BGN),
Dadan Hindayana, mengenai kemungkinan memasukkan serangga ke
dalam  menu  Program  Makan  Bergizi  Gratis  (MBG)  memicu
perdebatan  di  masyarakat.

Gagasan ini menuai pro dan kontra karena dianggap tidak lazim
dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno,
menilai polemik ini mencerminkan rendahnya literasi masyarakat
tentang alternatif sumber protein.

“Yang  dibayangkan  makanan  bergizi  itu  daging  ayam,  sayur-
mayur, dan susu. Ketika Pak Dadan menyebut serangga seperti
belalang dan ulat sagu sebagai alternatif, masyarakat justru
gaduh,” ujarnya lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Januari
2025.
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Ia juga menilai usulan tersebut menimbulkan persepsi negatif,
seolah-olah  pemerintah  mengalihkan  pilihan  makanan  bergizi
karena keterbatasan anggaran.

“Kenapa gaduh? karena itu dianggap sebagai menu yang bukan
untuk mengantisipasi kebutuhan gizi tetapi menu sebagai upaya
karena kita kekurangan anggaran,” jelasnya.

Adi  pun  mendorong  agar  BGN  memberikan  edukasi  kepada
masyarakat  mengenai  sumber  protein  alternatif,  termasuk
serangga yang sudah dikonsumsi di beberapa negara.

“Di negara lain mungkin itu hal yang lumrah, tapi di kita
serangga, ulat sagu dan belalang itu tak dianggap makanan,”
jelas  analis  politik  Universitas  Islam  Negeri  Syarif
Hidayatullah  Jakarta  itu.

Gaduhnya usulan ini pun menjadi pelajaran penting bagi BGN
untuk lebih berhati-hati dalam komunikasi publik agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman.[]


